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ABSTRAK

Perilaku seksual terhadap anak (Sexual Abuse) merupakan salah satu masalah
urgent yang harus segera diatasi. Incest adalah salah satu kasus Sexual Abuse,
ironisnya banyak kasus incest dalam masyarakat yang tidak terungkap karena alasan
tabu. Dampaknya korban incest yang umumnya adalah anak di bawah umur kurang
mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Kurangnya pendampingan
hukum melalui sarana Penal terhadap korban membuat masyarakat lebih memilih
sarana Non Penal. Salah satu badan yang sering dipilih oleh korban adalah Pusat
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami

Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana Pendampingan Hukum
dan Kendala Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah
Utami dalam penanganan tindak pidana incest. Untuk menjawab pertanyaan di atas
penyusun menggunakan  metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian
yang obyeknya langsung berasal dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
(P2TPA) Rekso Dyah Utami yang berupa data yang di dapat melalui wawancara
dengan informan dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada.
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan
masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam
bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang penyusun
temukan di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa perndampingan yang dilakukan
oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami
dalam penanganan tindak pidana incest memiliki prosedur yang jelas dan sistematis,
pendampingan yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sarana Penal dan sarana
Non Penal. Sarana Penal melalui pendampingan hukum dengan memberikan
pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama
dengan penegak hukum serta membuat laporan perkembangan penanganan hukum.
Sedangkan sarana Non Penal melalui pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan,
pelayanan rehabilitasi sosial dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
Faktor-faktor penghambat yang dilalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan
Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus incest da 3 (tiga) yaitu :
pertama masalah koordinasi dengan pihak kepolisian, kedua Incest adalah gejala
masyarakat yang sifatnya sporadik, tidak sistemik sehingga tidak dapat di prediksi
ataupun di deteksi sebelumnya dan ketiga adalah reaksi masyarakat.
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MOTTO

“Ilmu akan mengajak pemiliknya untuk beramal, jika dia penuhi
ajakan tersebut ilmunya akan tetap ada, namun jika tidak maka

ilmunya akan menghilang”

(Ali bin Abi Thalib RA)

“Barang siapa ia keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan berada
di jalan Allah sampai ia kembali”

(HR Tirmidzi)

“Barang siapa memaafkan saat ia mampu membalas maka Allah
akan memberinya maaf pada hari kesulitan”

(HR Ath-Thabrani)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Incest merupakan kekerasan yang belum terkuak di masyarakat.

Masyarakat sering tidak menyadari bahwa ada peristiwa incest di sekitar

mereka, atau mungkin dialami keluarga dekat mereka.

Korban kekerasan incest seringkali terstigmatisasi di masyarakat,

ditambah lemahnya perangkat hukum dan pelayanan dari aparat penegak

hukum. Cara pandang aparat hukum pun tidak begitu menggembirakan

ataupun memuaskan rasa dahaga masyarakat yang haus akan

keadilan.Masalah pembuktian memang salah satu kendala dalam kasus

incest, dan kekerasan seksual pada umumnya. Tidak heran, jika masyarakat

banyak yang tidak puas hanya dengan sarana Penal saja sehingga mencari

sarana Non Penal untuk memperjuangkan hak-haknya. Pusat Pelayanan

Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami adalah salah satu

solusi yang seringkali dipilih oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Incest bisa dikategorikan sebagai krisis keluarga, karena jika ketahuan

incest menimbulkan rasa malu dan bersalah dalam keluarga. Sehingga tidak

jarang pihak keluarga lebih memilih untuk melindungi kehormatan dan nama

baik keluarga dengan cara menutup-nutupi kasus incest tersebut. Hal ini

dikarenakan masyarakat kita yang sangat menjunjung tinggi nama baik

keluarga, sehingga tidak jarang pula kasus incest ini tidak pernah
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terungkapkan karena masyarakat masih menganggap incest sebagai sesuatu

yang sangat tabu dan tidak pantas.

Oleh karena itu,peran masyarakatsangat besar karena korban incest

biasanya takut dikucilkan dalam masyarakat sehingga korban tidak berani

untuk mengungkapkan pelecehan seksual yang menimpanya karena takut

dihakimi oleh pemikiran-pemikiran masyarakat yang merendahkan,

seharusnya masyarakat tidak serta-merta menghakimi korban dengan tatapan

intimidasi, dengan kata lain dukungan masyarakat sangat dibutuhkan oleh

korban incest sekaligus introspeksi untuk masyarakat agar kasus-kasus incest

tidak bermunculan lagi dimasa depan.

Melihat banyaknya kasus incest yang terjadi, muncul gagasan untuk

merevisi aturan-aturan mengenai kesusilaan dalam KUHP. Sikap aparat

hukum, terutama hakim, pun penting. Namun upaya untuk merevisi KUHP,

yang selama ini jadi acuan penyelesaian hukum kasus-kasus kekerasan

seksual, penyusun nilai belum mengakomodir kepentingan korban.

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil (KUHAP) lebih

menitikberatkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) daripada

korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam

antara si pembuat korban dengan si korban, walaupun keduanya memiliki

peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana.1

1Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989 :Edisi

Pertama – Cetakan Kedua), hlm. 93.
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Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu

mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban

diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan

dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal

yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak

para korban”.2

Kedudukan korban seakan telah didiskriminasikan oleh hukum

pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya

merupakan pihak yang paling dirugikan. Karena itu, mulai berkembang

pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang

selama ini lebih bersifat offender oriented, yang mana si pelaku kejahatan

merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah.

Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari

oleh dua arus pemikiran, pertama, pemikiran bahwa negara ikut bersalah

dalam hal terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggung jawab

dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. Kedua, adanya aliran

pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis

ke arah kriminologi kritis.3

Reformasi hukum dan keadilan bukanlah masalah yang sederhana.

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di

2Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana, (Bandung:Binacipta, 1986), hlm. 33.
3Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum

Pidana Islam, (Jakarta:Grhadhika Press, 2004), hlm. 45-46.
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bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan

reformasi di bidang “budaya hukum”.4

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun akan memfokuskan

penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban incestmelalui Pusat

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami

beserta hambatan-hambatannya dalam kurun waktu antara 2004-2010.

Penyusun memilih untuk meneliti di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan

dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami  ini karena beberapa alasan yaitu :

Pertama,Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso

Dyah Utami adalah Badan milik pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

yang secara khusus memberdayakan perempuan dan masyarakat dengan

fokus meningkatkan peran, perlindungan dan kualitas perempuan dan anak

dalam keluarga dan masyarakat yang berkeadilan dan kesetaraan Gender

serta giat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan terutama korban

kekerasan seperti incest, KDRT dan perkosaan. Kedua,setelah penyusun

mengamati dan melakukan mini research ternyata Badan ini adalah Badan

yang cukup dipercaya untuk menangani kasus incest daripada lembaga-

lembaga lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga penyusun

menetapkan Badan ini sebagai tempat melakukan penelitian dikarenakan

sesuai dengan kriteria dan tujuan yang penyusun harapkan. Ketiga, Badan ini

juga meningkatkan pelayanan internal dan pengembangan Kualitas Sumber

Daya Manusia serta meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat.Dan

4Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 5.



5

yang terpenting, Badan ini sangat Familiar di kalangan masyarakat Daerah

Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diangkat

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendampingan hukum terhadap korban incest melalui Pusat

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami?

2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat yang dilalui oleh Pusat Pelayanan

Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui pendampingan hukum terhadap Korban incest

melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso

Dyah Utami.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi Pusat Pelayanan

Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam

menangani korban incest
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2. Kegunaan

Manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan didapat dari

penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada

umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang pendampingan

hukum terhadap korban incest dalam perspektif hukum pidana.

2. Memberikan alternatif pemikiran kepada Pusat Pelayanan Terpadu

Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami mengenai cara-

cara menanggulangi kendala dalam penanganan kasus incest supaya

proses penanganan kasus incest dapat lebih lancar dan efektif

kedepannya.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso

Dyah Utami.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagaimasukan

terkait dengan bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan oleh

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah

Utami dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran.

2) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan

referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
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D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang

telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul “Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perspektif

Hukum Islam” oleh Ahmad Fuad, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2009,

memfokuskan riset pada pelaksanaan dan sistem kewarisan anak hasil incest.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan

incest bisa mendapatkan harta warisan dari bapak biologisnya (bapak incest)

bila tidak dihijab oleh ahli waris yang lain yaitu : golongan ahli waris zawil

furud dan ahli waris asabah.5 Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fuad jelas

berbeda dengan dengan apa yang akan diteliti oleh penyusun, yakni penyusun

memfokuskan kepada pendampigan hukum korban incest sedangkan Ahmad

Fuad lebih memfokuskan kepada  sistem warisnya.

Selain itu obyek yang ditelitipun berbeda, jika penyusun lebih

menekankan kepada korban incestnya sedangkan Ahmad Fuad lebih

menekankan kepada anak hasil incest tersebut.

Selain itu skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan

Seorang Ayah kepada Anak Kandung Ditinjau dari Psikologi Kriminil(Studi

Kasus Putusan NO.166/PID.B/2009/PN-KIS)” yang disusun oleh Ulfa Hayati

5Ahmad Fuad, “Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi,
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
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Nasution, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara tahun 2010. menganalisis baik dari segi psikologi, psikologi

kriminil maupun dari segi ketentuan hukum materil berupa koridor pidana

positif, untuk kemudian memperoleh kesimpulan mengenai adanya hubungan

antara tindak pidana pemerkosaan seorang ayahkepada anak kandungnya

(incest)dengan yang terjadi pada kasus terdakwa Bakhtiar Sitorus.6

Berbeda dengan apa yang penyusun teliti yakni perlindungan hukum

terhadap korban incest oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

(P2TPA) Rekso Dyah Utami beserta hambatan-hambatannya.

Di samping itu hasil penelitian lainnya yaitu skripsi berjudul “Status

Wali Nikah Bagi Pelaku Incest” yang disusun oleh Muhammad Arief Setiawan

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga tahun 2009. Meneliti wali nikah bagi pelaku incest harus

dicabut dan perwalian diserahkan kepada wali lain yang lebih berhak.7

Penelitian ini berbeda dengan yang akan penyusun teliti karena pelitian ini

berfokuskan seputar permasalahan perwalian pelaku incest sedangkan

penelitian yang akan penyusun fokuskan adalah lebih kepada pendampingan

hukum korban incest.

Skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah

tentang Aborsi akibat Inses di Yogyakarta” yang disusun oleh Neni Yuherlis

6Ulfa Hayati Nasution, “Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah  Kepada Anak Kandung
Ditinjau dari Psikologi Kriminil (Studi Kasus Putusan NO.166/PID.B/2009/PN-KIS)”,Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010.

7Muhammad Arief Setiawan, “Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest”, Skripsi, Fakultas
Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
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Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2010menggabungkan

antara literatur dengan penelitian lapangan kemudian dikomparasikan dengan

pendapat para ulama disertai solusinya.8 Penelitian ini berbeda dengan

penyusun, jika penelitian tersebut memfokuskan kepada aborsi kemudian

mengkomparasikan hasil penelitian dengan pendapat para ulama sedangkan

penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun tidak ada komparasi unsur

hukum Islam atau lebih cenderung kehukum positifnya saja.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana

Incest dengan Korban Anak (Studi Kasus Wilayah Takalar Tahun 2005-2011)”

yang disusun oleh Abd. Kadir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar pada tahun 2011. Hasil penellitian menunjukkan bahwa jumlah

tindak pidana incest dalam kurun waktu 2005-2011 masih relatif sedikit

dibandingkan tindak pidana kesusilaan yang bukan hubungan sedarah.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana incest

adalah:

1.Faktor rendahnya pendidkan dan ekonomi;

2.Faktor lingkungan atau tempat tinggal;

3.Faktor alkohol;

4.Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama;

5.Peranan korban.

8Neni Yuherlis, “Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Aborsi akibat Inses di
Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
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Upaya menanggulangi tindak pidana incest adalah dengan melakukan

2 carayaitu melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap

elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Yang kedua

yaitu melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan.9

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan

karena pertama dilakukan didaerah yang berbeda, kedua di dalam penelitian

tersebut belum menggali lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang

dilalui selama penanganan kasus incest, sedangkan penyusun hambatan ini

akan dibahas tersendiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan

rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga

lainnya sesuai dengan ketentuan.10

Perlindungan hukum ada 2 (dua) macam yaitu Retributive Justice dan

Restoratif Justice.

9Abd.Kadir, “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban
Anak(Studi Kasus Wilayah Takalar Tahun 2005-2011)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar, 2011.

10Rena Yulia, VIKTIMOLOGI  Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan,
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 58.



11

a. Retributive Justice

Adalah respon terhadap kajahatan terpaku pada perilaku masa

lalu pelaku dengan begitu stigma tidak terhapuskan walaupun pelaku

menyesal dan sudah dimaafkan.11

Retributive Justiceini hanya terpusat kepada pelaku saja sehingga

hak-hak korban terabaikan, padahal justru hak-hak korbanlah yang sangat

penting untuk diperjuangkan. Di dalam Retributive Justice, hukuman bagi

pelaku ditentukan oleh keputusan pengadilan yang terkadang dianggap

kurang adil oleh korban lantaran korban tidak bisa turut menentukan

hukuman yang pantas diterima oleh pelaku.

b. Restoratif justice

Menurut Agustinus Pohan, Restoratif Juctice adalah sebuah

pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai

dengan keadilan. Restoratif Juctice dibangun atas dasar nilai-nilai

tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan

menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip Restoratif

Jucticeadalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan

kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan

cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah

atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah

yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya. Hal ini berbeda

11Ibid, hlm. 162.
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dengan konsep keadilan yang selama ini kita kenal dalam sistem hukum

pidana Indonesia yang bersifat Retributive Juctice..12

Jadi, paradigma Restoratif Juctice bukan hanya sekedar sebagai

perbuatan melanggar hukum pidana terhadap korban saja, akan tetapi

juga mengandung konsekuensi yang harus dipertimbangkan pula aspek

korban dalam penanggulangan kejahatan sehingga sanksi pidana yang

dirumuskan kemudian dijatuhkan tidak hanya berguna bagi pelaku dan

masyarakat, namun juga harus berguna bagi pemulihan penderitaan

maupun kerugian korban.Di dalam Restoratif Juctice, hak-hak korban

terlindungi dan pelaku pun mendapatkan pembinaan sehingga

meminimalisir pelaku untuk mengulangi kembali kejahatannya tersebut.

Tabel I. Konsep Retributive Justice dan Restoratif Justice13

Retributive Justice Restorative Justice
1 Kejahatan dirumuskan sebagai

pelanggaran terhadap negara,
hakekat konflik dari kejahatan
dikaburkan dan ditekan.

1 Kejahatan dirumuskan sebagai
pelanggaran seseorang terhadap
orang lain, dan diakui sebagai
konflik.

2 Perhatian diarahkan pada
penentuan kesalahan pada masa
lalu.

2 Titik perhatian pada pencegahan
masalah pertanggungjawaban dan
kewajiban pada masa depan.

3 Hubungan para pihak bersifat
perlawanan, melalui proses teratur
dan bersifat normatif.

3 Sifat normatif dibangun atas dasar
dialog dan negosiasi.

4 Penetapan penderitaan untuk
penjeraan dan pencegahan.

4 Restitusi sebagai sarana perbaikan
para pihak, rekonsiliasi dan
restorasi sebagai tujuan utama.

5 Keadilan dirumuskan dengan
kesengajaan dan dengan proses.

5 Keadilan dirumuskan sebagai
hubungan hak, dinilai atas dasar

12Ibid, hlm.165.
13Ibid, hlm. 162-163.
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hasil.
6 Kerugian sosial yang satu

digantikan dengan yang lain.
6 Sarana perhatian pada perbaikan

sosial.
7 Masyarakat berada pada garis

samping dan ditampilkan secara
abstrak oleh negara.

7 Masyarakat merupakan fasilitator
di dalam proses restoratif.

8 Aksi diarahkan dari negara pada
pelaku tindak pidana.

8 Peran korban dan pelaku kejahatan
diakui, baik dalam masalah
maupun dalam hak-hak dan
kebutuhan korban, pelaku
didorong untuk bertanggungjawab.

9 Pertanggungjawaban si pelaku
tindak pidana dirumuskan dalam
rangka pemidanaan.

9 Pertanggungjawaban si pelaku
dirumuskan sebagai dampak
pemahaman terhadap perbuatan
dan untuk memutuskan yang
terbaik.

10 Tindak pidana dirumuskan dalam
terminologi hukum yang bersifat
teoritis dan murni tanpa dimensi
moral, sosial dan ekonomis.

10 Tindak pidana dipahami dalam
konteks menyeluruh moral, sosial
dan ekonomis.

11 Stigma kejahatan tidak dapat
dihilangkan.

11 Stigma dapat dihapus dengan
tindakan restoratif.

Incest diatur dalam Pasal 294 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan
dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak asuhnya, dengan
anak angkatnya yang belum dewasa, atau dengan seseorang belum dewasa
yang pengurusannya, pendidikannya atau penjagaanya telah dipercayakan
kepadanya, atau dengan seorang pembantu atau seorang bawahannya yang
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Jika diambil kesimpulan maka tindak pidana yang dimaksudkan di

dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif, antara lain:

1. Barangsiapa; menunjukkan orang yang apabila memenuhi semua unsur

yang dimaksud maka disebut pelaku.
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2. Melakukan tindakan-tindakan kesusilaan; unsur-unsur melakukan

tindakan kesusilaan.

3. Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa

yang pengurusan, pendidikan, atau penjagaanya dipercayakan kepada

pelaku; anak dibawah umur.

4. Seorang pembantu atau seorang bawahan yang belum dewasa; pembantu

atau bawahan yang dibawah umur.

Dengan kata lain, yang menjadi titik sentral dalam pasal diatas

adalah melindungi anak di bawah umur dari perbuatan seksual, sehingga

yang menjadi korban adalah orang yang belum dewasa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pada titel XIV buku II yang ditulis
beliau dengan judul kejahatan-kejahatan Melanggar Kesopanan dan titel
buku VI buku III dengan judul Pelanggaran-pelanggaran Tentang
Kesopanan, tindak pidana-pidana itu menjadi dua macam, yakni, antara lain
dibagi :14

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid). Untuk kejahatan
melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299,
sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) ini
dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535.

2. Tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan kesusilaan,
artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan ini
dirumuskan dalam Pasal 300 sampai Pasal 303. Sementara itu untuk jenis
pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan
masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 536 sampai dengan 547.

2. Konsep Pendampingan Hukum

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung

mengalami penderitaan adalah korban. Untuk mengatasi segala macam

kesulitan yang harus dihadapi seringkali korban memerlukan bantuan orang

14Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005), hlm. 3.



15

lain untuk itu korban membutuhkan pendampingan dan pelayanan agar

dapat keluar dari kesulitannya tersebut.15

Pendampingan terhadap korban ada 2 (dua) macam yaitu

pendampingan Penal dan pendampingan Non Penal. Pendampingan Penal

dilakukan dengan cara bantuan hukum yang meliputi pemberian konsultasi

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan

melakukan tindakan hukum lain untuk korban.16 Sedangkan untuk

pendampingan Non Penal dilakukan dengan cara layanan psikologis,

layanan kesehatan, dan layanan rehabilitasi sosial.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu

masalah maka, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yakni metode

yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah

yang diambil dalam metodologi penelitian ini antara lain:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif-Analitik.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian untuk

menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui

15G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan,
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 64.

16Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67
Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.
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pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar.17 Dalam penelitian

ini penyusun hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan,

kemudian menganalisa kontribusi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan

Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan kasus incest.

Penelitian akan dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan

mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya, dan datasekunder

sebagai pelengkap.

2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah

Utami.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang

berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat

yang berkaitan dengan obyek penelitian, antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Peraturan Hukum

Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana.

17Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Grannit,  2004), hlm. 128.



17

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Saksi dan Korban.

f) Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2008.

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013

Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun

2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

i) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, misalnya :

a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan perlindungan

hukum terhadap korban incest.

c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

d) Surat kabar.
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3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan

Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

4. Penentuan Nara Sumber

Nara sumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau

menjadi sumber) informasi; informan.18 Nara sumber yang akan dijadikan

obyek pada penelitian ini adalah Konselordan Pengelola Pusat Pelayanan

Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami yang langsung

menangani kasusincest.

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian

digunakan beberapa metode pengumpulan data, Soerjono

Soekantomenyebutkan ada 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi

dokumen, observasi, interview.19

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan

mempelajari berkas-berkas tentang korban incest di Pusat Pelayanan

Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang

sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.Observasi tidak hanya

18http://kbbi.web.id/narasumber, Diunduh pada tanggal 03 Februari 2014, pukul 15.00 WIB.

19Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta, UI Press, 1986), cet III, hlm.
21.
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terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, melainkan semua

jenis pengamatan yang baik dilakukan secara langsung maupun tidak

langsung.20

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan

dengan gambaran umum meliputi letak geografis, keadaan lingkungan

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah

Utami dan sarana prasarana yang ada.

c. Metode Interview/ wawancara

Metode interview/ wawancara adalah suatu kegiatan yang

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.21

Dalam penelitian ini, penggunaan metode interview/ wawancara

digunakan secara bertatap muka secara face to face untuk menggali

secara mendalam data-data yang terkait dengan pendampingan hukum

terhadap korban incest beserta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah

Utami ketika menangani kasus incest tersebut.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian

akan menggunakan analisis kualitatif adalah penelitian yang pemecahan

20 Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid II, (Jakarta: Andi Offset, 1994), hlm 137.
21Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press,

2003), hlm 100.
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masalahnya dengan menggunakan data empiris.22 Selain itu juga memakai

metode berpikir induktif, adalah penalaran yang berpikir dari kesimpulan

yang bersifat khusus menuju ke kesimpulan yang bersifat umum (teori),

pendekatan induktif berkaitan erat dengan rasionalisme atau empirisme.23

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi iniagar

sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar

belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian tentang

perlindungan hukum yang dilakukan olehPusat Pelayanan Terpadu

Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus

Incest. Kemudian rumusan masalah, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui

jawaban dalam permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian.

Telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang

kekerasan dalam rumah tangga sehingga diketahui perbedaan dari penelitian

penyusun. Kerangka teoretik, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan

digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan umum Perlindungan hukum tentang korban

incest, yang merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan rumusan

22Masyhuri dan Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan dan Aplikatif, (Bandung: PT
Rifka Aditama, 2008), hlm. 13.

23Ibid, hlm. 2.
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masalah sehingga mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat,

penyusun menjelaskan mulai dari pengertian incest, faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya incest, dampak yang muncul akibat perilaku incest,

pengertian perlindungan hukum, pengertian pendampingan hukum,

pengertian korban dan pendampigan hukum terhadap korban incest.

Bab Ketiga, membahas gambaran umum Pusat Pelayanan Terpadu

Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami yakni mengenai: sejarah

singkat lahirnya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA)

Rekso Dyah Utami, letak geografis, tujuan, visi-misi, sasaran, ruang lingkup,

sistem penangann, bagan organisasi Forum Penanganan Korban Kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak, bagan mekanisme penanganan korban

kekerasan, struktur kepengurusan, alur penanganan, struktur TESA 129,

fasilitas fisik dan fasilitas layanan, prinsip-prinsip pelayanan, pembiayaan dan

data kasus incest yang pernah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu

Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam kurun waktu 2004-

2010

Bab Keempat, merupakan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus

menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian jawaban dari

penelitian, yaitu tentangperlindungan hukum terhadap korban incest yang

dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA)

Rekso Dyah Utami dan hambatan-hambatan yang dilalui oleh Pusat

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam

menangani kasus incest tersebut.
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Bab kelima, sebagai bab terakhir dari bab ini memuat tentang penutup

yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang

merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian ini, perlindungan yang

ditempuh oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA)

Rekso Dyah Utami tergantung dengan permintaan dan kebutuhan dari korban

maupun pihak keluarga korban,namun tetap memperhatikan faktor dan latar

belakang serta kondisi dari masyarakat setempat. Dari hasil penelitian ini,

peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan

hasil penelitian, yaitu :

1. Perndampingan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu

Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan

tindak pidana incestmemiliki prosedur yang jelas dan sistematis,

pendampingan yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sarana

Penalmelalui pendampingan hukum dan sarana Non Penal. Sarana

Penal melalui pendampingan hukum dengan memberikan pelayanan

konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama

dengan penegak hukum serta membuat laporan perkembangan

penanganan hukum. Sedangkansarana Non Penalmelalui pelayanan

konseling, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial dan

pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.



101

2. Pendampingan dan Faktor Penghambat

Kendala utama yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak

(P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus incest ada 3 yaitu:

1) Masalah koordinasi, hal ini di sebabkan pelaku sudah ditangani

langsung oleh kepolisian sedangkan korban berada di bawah

naungan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso

Dyah Utami sehingga menyebabkan koordinasi kurang.

2) Incest adalah gejala masyarakat yang sifatnya sporadik, tidak

sistemik sehingga tidak dapat di prediksi ataupun di deteksi

sebelumnya.

3) Reaksi masyarakat, terkadang langkah yang ditempuh oleh Pusat

Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dapat

menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

B. Saran

Setelah  melihat kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan

saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan

Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menjalankan

kontribusinya untuk membantu korban incest, sehingga dapat menekan

atau mengurangi jumlah korbanincest.Salah satunya adalah dengan

mengadakan penelitian dan pelatihan tentang isu kekerasan yang berbasis

gender.
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2. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami harus

lebih aktif dalam melakukan monitoring terhadap kasus-kasus incest yang

belum terungkap karena korban takut untuk melapor. Termasuk

mengadakan sosilisasi kepada masyarakat, terutama yang mengalami

perkosaan incest agar jangan ragu lagi untuk melaporkan kekerasan yang

dialaminya, khususnya di daerah-daerah yang dianggap “wilayah merah”.
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http://juliafany.blogspot.com/2012/07/incest.html, Diunduh pada tanggal

02 Oktober 2013, pukul 11 WIB.

http://kbbi.web.id/narasumber, Diunduh pada tanggal 03 Februari 2014,

pukul 15.00 WIB.
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KEMENttERIAN AGAMA
UNIVERSIttAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI′ AH DAN HUKUM

YOGYAKARTA
ノMarsda′ disucipゎ 物″bχク ノリ男2840′o9vab亀5528■

・出・一一一坪定一・・

TUVRhein ahd。 |

雅馨拷
′
デ

iS0 9001

Nama
NIM
Jurusan
Semester
ludul

Kriteria

SURAT BUKI「 I SEMINAR

Novia Ayyu Alnana

10340058
11rnu hukum

VI

PERLINDUNGAN HUKUM ttERHADAP KORBAN INCEStt MELALUI
PUSAtt PELAYANAN ttERPADU PEREMPUAN DAN ANAK(P2丁 PA)
REKSO DYAH UttAMI

:」 udul tetap/Judul diubah r̈d塾ふ
"妙
mettadi:

Yogyakarta′ 12」 uni 2013

Sekretaris Sidang
(Pembimbing 2)

いMiSbahulノ向ujib′ s.Ag′ M.Hum LH′ SH′M.Hum

Catatan Perbaikan :

5idang

十 ■ ■ 証 ■



Ytlll

Dckan Fakultas Syari'ah dtt Hukum

Un市ersitas lslam Negcri Sunan Kalttaga

Di

Yogyakarta

AssJttu'ご漱 l理l Wr。輌Ъ

Dcngan ini yang bertanda tangan di bawah ini,saya:

Yogyakarla. 26 September 2013

Nama

NIM

Prodi

Semesler

:Novia Ayyu Al■ ana

:10340058

:IIInu IIllkum

i VH tt■;uh)

Mengajukan permohonan surat ijin melakukan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul
..PERLINDUNGAN HUKIJM TERHADAP KORBAN II|CEST MtrLALT]I PUSAT

PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI".

Oleh karena itu saya ingin mengajukan ijin penelitian kepada:

Kepada :Gubernur Provinsi Daerah [stimewa Yogyakarta

Cq : Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Setda Provinsi DIY

Di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Demikian permohonan ini saya buat. Atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam u'alaikum Wr. Wb.

Hormat Sava

Novia Ayyu Alfi

NIM.10340058

ハ  :己



KEMENTER:AN AGAMA
UNiVERSiTAS ISLAM NEGERi SUNAN KALl」AGA

FAKULTAS SYAR:'AH DAN HUKUM
Alamat」:Marsda Adも ucipto Teip(0274)512840,Fax(0274)545614

Yogyaka由 55281

Ｎｏ・剛
帥
Ｈａ‐

UIN.02DS.lFPP.00。 9′ 203472013

Permohonan lzin Penelitian

Kepada

Yth.GUBERNUR DIY
Cq.KEPALA BAPEDA DIY
di,YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 September 2013

Assalam u' al ai kum w r.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi

kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang

tersebut di bawah ini :

Untuk melakukan penelljan sk百 psl dengan iudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN INCEST MELALUI PtlSAtt PttLAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
P2丁PA(REKSO DYAH UTAMI)

Denllkian kami sampalkan,atas bantuan dan kettaSamanya kami ucapkan te百 ma kasih

腱犠ssarattυ
′
aFa鷺

“

mw∴ wb.

Dekan Bidang Akadernik,

70207 1987031003

Tetttbsttn i

D81an Fa聾嫌llas Svaギ aれ dan llむkum∪ IN Sunan i(al」 89a Yo9yakatta.

No. Nam a NIM′ JURUSAN

Novia Ayyu Alfiana 10340058′ IH

a.n. Dekan,

●II:書
ヽ   |,:1::



PEMERINTAH DAERAH DAERAH isTIME弱
へYOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH
Kom口 eks Keptthaι Danuna軋 Td聖

10ζり 1628欄
‐562814但 u雨 nφ

6れため″
"YOGYAMRTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070/Reg/v/  7237  ′ 9 ′2013

恥mmぃに
蝋誦[ttttt鸞 :[距

FAに   N¨∝ UIN 02/DS.1ノ PP oo.9/2034/2013
Ta ngg al

Mengingat

２７

　

‐

2

SEPTEMBER 2013 P節hal ‐PERMoHoNAN PENELiTIAN

灘 yw窓:Ⅷlt禦犠器肥 歌乳現謂織 器罵]拙累鵬 観蝋尋n.
[謂鵠曽:∬8ξ:fl:乱 #:群

=ミ
て、1ホ
18:せ

Lil¬
tenan9 pedonan Pend山 0ぃ。an pengOnぃ1931● ●n91u● 98n

:1驚帯絆鞘[鵠1」:』穏翌:躙 ::TI穐継:,こ駐譜田::釦
h"S,¨ NS騎いo"ヽ田j

::底帆繁脳慰:‖|]I鶏ょ::f吼:棚二「β[‖:織 :fr:L:だ∬乳I閲℃‖L踏ボ:‖ゴ期I離〕

[Jr rr r rar

n l;iil)itl

.lu(lUl

DIIJINKAN tirlltlk rllelakrlkal'l kegiatatr survei/perelrtraa/opergerrl)ar(ri).i 
r)r.-rrrkaJra,r/sradi rap..(ri,r ker);r(ra

NOVIA AYYU ALFIANA 
Nrr)./Nrr1,r 10340058/lH

JI. MARSOA ADISUCIPTO YOGYAKARTA

PERLINOUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INCEST MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADUPEREMPUAN OAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI

KOTA YOGYAKARTA

Dongan Ketotltuan

ker)irdir lrlrr)'rlr/wirrikota nrerarui insritLrsi yarrg tr,,,"r,r,,,,,i1'",U',,;urrr,rrk,rrr I,r.,rlr;rk:;u(r,

Sel(lil DIY (l,llnr)r benluk compact drsk (CD) nrillrpul nt"ngunll0irlr (i4Jlir.i{/) ,rr,,l:rtr,, wJltsrle aclt)ang lo(jlitl)tovgo /(/ (li1rrltotltttt;ttkk;tn l)ilskah cetakan asli yattg sudirlr (lr syahkrrr tl:r, rlr r ,rrrrrrr (,rl) ,r.ilrrlr. r,

rrerUirlrrkirrrJ)url)iIllangatl tlciolui l"ebs/le ,rrl!2qrrg-]011lr1rov grrr,r

waktu      04 0KTOBER 2013 /`d 04 JANUAR12014

Tembusan:

|り lkc ttalk〔 11:(1l Y(,9y(lkt il(1

P(lda tal g9a1   04 0KTOBER 2013

A′ l sek,ctt,も 1,at・
`i,|)

Aslste、 PeFek01ヽ olntaぃ oaぃ Pengelllb:,|,9an

Petn ba ng unan

19850320031 Yth. Gubernur Daerah.lstimewa yogyakarta (sebagai2 Walikota Yogyakarta Ce Ka. Dinas'perizinln 
-

:髄曹翼:罵鼎臨出
'嘔

:lH& HUKUM

Lokasi

Ub



PEMERINttAH KOTA YOGYAKARttA

DINAS PERIZ:NAN
」I Kenari No 56 Yogyakarta Kode Pos i 55165 Telp (0274)555241,515865,515866,562682

Fax(0274)555241

EMAIL i penzinan@,091akOta go id

HOT LINE SMS 1081227625000 HOT LINE EM∧ IL i uplkΩ ioqiakota q0 1d
WEBSiTE: 

―
perizinan 10qiakota qo ld

Dasar

Mengingat

Dilinkan Kepada

Lokasi/Responden
Waktu
Lampiran
Dengan Ketentuan

NOVIA AYY∪ ′に日ANA

Tembusan Kepada: _
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)

2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Dly
3. Pimp. P2TPA Rekso Dyah Utamiyogyakarta
4. Ybs.

Mahasiswa Fak Syaniah dan Hukum‐ u!N SUKA Yk
」I Marsda Adisucipto,Yogyakarta

Faisal Luqman Hakim,SH,M Hum

Melakukan Peneiltian dengan iudul PrOposal:PERLINDUNGAN
HUKUM ttERHADAP KORBAN INCEST MELALUIPUSA丁

員Ekさ31y"羊「 5早:金PUPEREMPUANDANANAK(P2丁
PA)

SURAT:ZIN

NOMOR I ___メヱ0/2870
67う 9/う 4

i Suratizin/Rekomendasi dari cubernur Kepala Daerah istlmewa Yogyakarta

Nomor i070″ 237A//10/2013 丁anggal:o4/10′2013
: l Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian lzin penelitian,

Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Witayah Koia yogyakarta,
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perizinan

pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang pedoman

Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, pengembangan,
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa yogyakarta,

Nama
Pekerjaan
Alamat
Penanggungjawab

Keperluan

NOV:A AYYU ALF:ANA NO MHS/NIM i10340058

Kota Yogyakarta
0411012013 Sampai 04t01t2014
Proposal dan Daftar Pertanyaan
1. wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa cD kepada walikota yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Waiib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan

Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya

ketentuan -ketentuan tersebutdiatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya
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YOGYAKARTA

TUVllⅢ l● Oi)(1●

::||||:111

1S09ool

f・lama Mahasiswa

NIM
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KEMENttERIAN ACAMA
UNIVERSITAS IsLAM NEGERI SuNAN KALI」

ACA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HuKUM

YOGYAKARTA
ノMattda′確″ψゎ物 角χ″″Я2θィθ′。9yaね油 5528■

Nama Mahaslswa

NIM

Pemblmbing e/11)*

」udul

Fakultas

Jurusan Ilmu Hukum

\n L e.s+.

MateH Bimbingan
Pembirnbl

|%Pう
ら8b_ltみ、ュ__
らab■ シ雨
Rev isi bab \\

t47. 
-avt らab マ
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Mengetahui
Pembimbing I/II*

*Coret yang tidak perlu



PEMttRINTAⅡ DAERAII DttRAIIISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT(B PP30
JLeTENTARA RAKYAT MATARAM NO.31 TELP.(027o562714

YOGYAKARTA
Fax.(0274)558402,Kode Pos 55231

E‐llla通 :bppmc労ogiaprOcogO・id Website3thhP//―。bppmlogiaprOV`go.id

SURAT KETERANGAN
No.: olo/o8r

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat

Menerangkan bahwa :

Nama

No. Mahasiswa

Alamat

Dra. Kristiana Swasti, M.Si.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat DIY

Jl. Tentara Ralryat Mataram No. 31

Yograkarta.

NOVIA AYYU ALFIANA

10340058/1H

Fak.Syariah dan Hukurn UIN Sunan

Kalttaga Yogyakarta。

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pusat Pelayanan

Terpadu Perempuan dan Anak ( P2TPA ) " Rekso Dyah Utami " Daerah

Istimewa Yograkarta, berdasarkan surat No. 070/Reg lV 1417237 19l2Ol3
tentang Surat Keterangan Ijin

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

6」anuar1 2014

締 F」Ъ性
ふ
経



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Jabatan : Pengelola P2TPA Rekso Dyah Utami

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Tuti Purwani

Nama

Alamat

Pendidikan

: Novia Ayyu Alfiana

: Damaq'ati, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Rt: 12, Rw: 03.

: Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tartggal 23 Oktober 2013

bertempat di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami

guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap

Korban Incest Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Arak

(P2TPA) Rekso Dyah Utami".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

23 0ktober 2013



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj Tri Asturi Hariyanti

Jabatan :Koordinator TeSA129

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama

Alamat

Pendidikan

: Novia Ayyu Alfiana

r Damarjati, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Rt: 12, Rw: 03.

: Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 oktober 2013

bertempat di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (p2TpA) Rekso Dyah utami

guna melengkapi data skripsi yang beq'udul ..perlindungan Hukum Terhadap

Korban Incest Melalui Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan Anak

(P2TPA) Rekso Dyah Utami,'.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2013

svlKl,ra,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama

Alamat

: Setiyoko SH,

: Konselor Bidang Hukum P2TPA Rekso Dyah Utami

: Novia Ayyu Alfiana

: Damarjati, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Rt: 12, Rw: 03.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal zs oktober 2013

bertempat di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (p2TpA) Rekso Dyah Utami

guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap

Korban Incest Melalui Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan Anak

(P2TPA) Rekso Dyah Utami".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2013



GUBERNtiR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAHiSTIMEWA YOGYAKARTA・NOMOR だ′/だど'/2°
ぼ

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERP^DU PERttMPUAN DAN ANAK
IPROP:NSI DAERAHISTIMEWA YOCYAKARTA

"REKSO DYAH UTAMl''

,GUBERNUR‐ 6AIRAH iSTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a

馨醜 還 慾 零 計 贈 i灘 ぷ 憮 緊 蓮 弼
tltami  dehgan  Keputusan  KOpala  Kantor  Pemberdayaari
PerempuarI PrOplnsi Deerah iSumewa YogyakartO″ NO・ 012′135

tangga1 2」u112004:

bahwa dengan berkembangnya kasus yang ada di P「 opins:
Daerah lslmewa Yogyakarta maka keberadaan Rumah Aman
(PrOtectton House) Rekso Dyah Utami ditingkatkan meniadi
Pusat Pelayanan tterpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah
isumew〔  Yooyakarta 'Rekso Dyah Utami″  sebagai tempat
penindり ngan sementara korゃ an kekerasan bagi perempuan dan
anak sekaligus sebagai Semi Shelteri

`bahwa Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan Anak P,opinsi
Daerah lslmewa Y09yakarta 

″ReksO Dyah Utamr tel● h
diresmikan 61eh ibu Menten Pemberdayaan Perempuan,3apak
Gubernur Daerah lslmewa Y6gyaklrta dan CuSI Kanieng Ratリ
Hemas selaku Ketua Umuin Fo「 um Penanoanan Korban
Kekerasan bagI Perempuan dan Anak dI PrOpinsi Daerah
istimewa Yo9yakarta pada tengga1 26 Maret 2005:

bahwa agar keberadaan Pusat Pelη yanan Terpadu Perempuan

dan Anak PrOpinsi Daerah istimewa YOgyakarta "Rekso Dyah
Utami" memperOleh kepastian hじ kum maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan Guberntl「 :

bahwa berdasarkan pe腱 imbangan Sebagaimana dimakst」d huruf

a, bic dan d pe,|じ  menetapkart Keputusan Cubernur Daerah
lstimewa  Yogyakarta  tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadti
Pcrempuan dざ n Anak Propins, Daerah isttmewa Yogyakarta
"FRokso l)ya1l tり ta:l,:^

b

d.



Menging.ai

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

2.

3

Undang * Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentuka:r
Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun '1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1g59;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah jo Peraturcn Pemerintah pengganti Undang - Undang
Nomor 3 Tahun 2005;

Kesepakatan Bersama Menteri Perrrberdayaan perempuan
Republik lndonesia, Menteri Kesehatan Republik lndonesia,
Menteri Sosial Republik lndonesia, Kepata Kepolisian Negara
Republik lndonesid. Nomor 14lMen PpiDep.v/X2002, Nomor
13291MENKES/skb/r/2002,' Nomor 7S!HUK|2AI2, l.lomor:
8!3048/Xl2A02 tentang Pelayanan Terpadu perempuan Dan
Anak Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta;

Peraiuran Daerah Propinsi Daerah lsiimewa yogyakarta Nomor :

2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah propinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta;

Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nonior 1gg
Tahun 2004 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban
Kekerasan Perernpuarr dan Anak Propinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta;

Keputus:rr Gubernur Daerah lstimewa yogya[arta Nomor :

21lTiml2)A$ tentang Pernbentukan Tim Koordinasi
Pembangunan Berperspektif Gender di propinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta.

4

，０

6.

MEMUTuSKAN:

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak propinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami".

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak propinsi Daerah
lstimewa Yr.rgyakarta 'Rekso Dyah Utami' mempunyai tugas
rremberikan layanan konsultasi i pendampingan / rujukan dan
fierlindungan sementara (semi sheiter) korban kekerasan bagi
perenrpuan dan anak

Dalam penanganar'i korban kekerasan bagi perempuan dan anak,
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan den Anak propinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami" bermltra dengan Forum
Penanganan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak di
Propinsi Daer ah lstimewa Yogyakarta.

t-lalam melaksanakan tugas, Pengelola / Direktur Pusat pelayanan
1'erpadu Perempudn dan Anak Propinsi Daerah lstimewa
'/ogyakarta 'Rekso Dyah Utami" bertanggung jawab kepada
(-it.tbcrtrrrr [);.icrtrlr l:.;tinrr:w;r Yorlyl.rkt.rrt;_r r-rrelirlui Kantol
l)crlhnrd,.iyaan Pornrrrpr r an P rnpi rr si Daorah l st imer,va yogyakarta.



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Untuk operasional di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan
Anak Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta ' Rekso Dyah Utami'
ditangani oleh para konselor yang ditetapkan oleh Kepala Kanlor
Pemberdayaan Perdm puan Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dihrebankan pada Anggaran Pendapatan dan. Belanja Daerah
Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Cq Kantor Pemberdayaan
Perempuan Propinsi Daerah lstimewa, Yogyakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2005.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggalゼ グ

`CP万“

″沼C―
~4

Salinan Keputtjsan ini disainpalkan Kepada Yth i

l, Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 
｀

2 Pimpinan Dewan PeNakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY.
3. Kepala Badan PengeiClaan KeuanganlDaerah Propinsi DIY
4.Kepala Bawasda PrOpinsi DIY.
5_ Kepala Bapё da prOpinsi DIY
6. Kepala Kanto「 Pcmberdavaan Perempuan PrOpinsi DiY
7.Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY.

Untuk dlketa卜J dan/atau dperounakan sebbQゴ mana meslnva:



PEMERINTAII PROPIヽSI DAERAH ISTIMEWA YOGVAKARTA ‐

KANl「OR PEMBERDAYAAN PEREMIPUAN
(KPP)

JL.TEヽ TARA RAKYAT MATARAM NO.31 TELP`゛ 274)562714
YOGYAKARTA

KEPUTUsAN KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PERE～IPUAN
PROPIFttSI DAERAH ISTI″ IEIVA YOGYAKARTA・     NOMOR:、 18.4″ 3ダ

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAANliDAN SEKRETARlAT FORUM PENANCANAN
KORBAN KEKERASAN BACIPERENIIPUAN DAN ANAK
DIWILAYAII PROPINSI DAERAH ISTIン露WA‐YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR PEPIBERDAYAAN PEREMPUAN
PROIPINSI DAERAIII ISTITて EWA YOGYAKARTA,

Menimbang

Mengingat : 1.

bahwa btrdasarkan Keputusall Gubcl■ ur Daelah lstimewa Yogyakarta
Nonlor i 199 Tahu, 2004 tcntang Pcmbentukan Forum p。 1lal、 ganan
KOrban Kek,raSan PcremPutt dan Anak di wilttall P,pinsi DIY.
pas晨 8 ayat(1)dan ayat(3)antara lttn dscbutkan bJ、 wa Pttctapal

r7Crtama klli keanggotaan dan Sekrctariat Fortl■ l PK2PA olch Kepala
Kantor atas penimbangan lKctua Umum FOrum dan penuttukan
keang30taan selalliutnya Olch Foruln PK2PA serta ditetapkan olch

K_epala Kantor;

bah、va keberadaan anggo●  lorunl yarlg tclah ditetapkah berdasarkan
dengan Kcputusan Ktpala Kantor Pembcrdayaan Perelllpuall Propinsi

DlY Noinor  463/416 sObagaimana tclah diubah dcngan Nomor
463/307.l tmgga1 30」 uni 2005 ada perubahan katna ntutasi/pengun
・
dan penambahan anggota  baru  nlaka Kcputusan Kepala Kantor
tcrsebut perlu diubah dan ditittau kCmbali;

ball、va berdasarkan pさ rtinlbangan sebagainlana dinlakstld dalall1 1ltiruf

a dan b pcrltl n■cnctapka1l Kcptltustin KcPala Kantor l)cn、 わclldaytlall
Pcrcmpt:`、 n Propinsi DIY tcntang Pcnctap`in  Kcang8く )taそ、1l dそ:n
Sckretariat Forum l)e1langanan Korban Kckcrasan Pcrcn,puan dall

Anak di Wilayah PrOpinst DIY.

Undang― Undang Nronlo,31｀〔tllllo:950 tcntそ ぅ118 PCmbentukan Daeralヽ
Istimewa YOs'aka“ ajO Per/aturtall Pcmcdntah Nomor 31 Tahun 1950

sebagainlana telah di● bah dan ditambah terakhil dengan Undang 一
Undang Nol■ or 26 Talntln 1 9591

Undang … Undang Nonlor 22 Tahun 199, tcnta:、 g Pclllcrininhan
Dacrah;

3. I lnclang '- IJndang Nonror 2J 'l-nhtrn 2004 lcntang I'cnghapusan
Kckcrasln [)irlurn ltunrlir'l'anggll



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

peratrrran Daerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Non or 2

Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah di Lingkunga.r Pemerintai'r Propinsi DIY;

Keputusau Cubemur Daet'ah Istinrerva Yogyakarta Nomor

73iTlMl2O04 tentang pembenlukan Tim Koordrnasi pembangunarr

Berperspektif Gender di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Kiputusar Gubemur Daerahlstimewa YogyakartaNonrnor 199 Tahun

ioo+ tentung pembentukan Fortrm penanganan Korban Kekerasan bagi

Pcrempuan dan anak di Wilayah Propinsi DIY'

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala l(antor Pemberdayaan Perempuan Propinsi DIY tentang

Penetapen Kianggotaan <1an Sekretariat Forum Penanganan Korban

Kekelasan Bagi ierempuan dan Anak di Wilayah Propinsi DIY' deugan

susunan persoialia sebagairnana tersebut clalir.r Larnpiran Keputusan ini.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor

pemirerdayaan' perempuan propinsi DIy Nornor 4631416 dan Nomor

4t 61307.1 dinyatakan tidak berlaku iagi

Keprttusan ini mulai berlaku paria tanggai ditetapkan dan dilaksanakan

untrrk tahun anggaran 2006.

:ll:lII:lal i)写λ幾 )1:々/_2。.6

Srtlirttttr Kcllrttttsllrr i ni.disirnlprlikitlr ktrplrcllr Y' l.'l l'

1. Kepala Rawasda ProPinsi DIY
2. Kepala BaPeda ProPinsi DIY
3. KePala BPKD ProPinsi DIY
4- Scnrtra Anggola lrorum l)K2PA

Unlukjli\gtahui -dan dipersunakan seperlujrva

KEPALA



LAMPIRAN KEPUTUSAN
鰤 ALA KANrToRPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
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Pelindung
pengarah

Pcnascilat

Ketua Umum
Kctua merangka,
anggota

SOkretaris

Bendahara
Anggota:
Peran Medis

Peran Hukum

l'cran Psikologi
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Sri Sultan Hamengku Buwono X
lr, Bambeng S Priyohadi, MPA
lr. Soetaryo

CRR Hemas
Y. Sari Murti Widyasxuti, SH.M.Hum

Dra.'l'uti Purwani
Sri Maryani, SH.

Dr. Bondan Agus Suryanto, SE.MSi-
Th. Suci Wahyuningsih
Dr. Dctti S Nurdiati, MPH.PhD, SpOC
Ivlukhotib, MD, S.Ag
Agus Sudrajct, M,Kes
Dr. Widji lrstariati
Dr. PO. Diah lnd;isti
Dr. Sri Raharto, M.Kes.
Dr Sarjoko
Dr. Andung Prihadi Santoso, M.Kes.
Ken Ratnawati, S. Th
Dr. Hj. Muzayyanah, Sp.OC
Dr. Yuliaty lskak
Sumarsono, SE.

Drs. AC. Wikandaru
R ina Imau ati, SH.
Kompcl. Veronika Endang, SH.
Pranowo, SH
Drs. H. Suha(oyo, SH, M.Hum
Ganis Setyaningrum
Tri Wulandani
Sunu Pranowo
Satiyern
Novita E[,a Sari
Siti Wahyuni. SH
GPI! Y:rdonirgrat

Sutrisnowati, Sl l.
(1. Kiswatr Fx. Subroto
Mci Solia Ronas.

Drs. Rusdiyanto
Dra. Th. Sri Subyarti
Sri Supartini
I)rs. Srrlulso

Gubernur DIY
Sekretaris Daerah Prop. DIY
Asisten Pembcrdayaan M asyarakat
Sekda Prop. DIY
Tokolr Masyarakat
LPA Yogyakarta

KPP Prop. DIY
KPP Prop. DIY

Dinas Kesehatan Prop. DIY
RS. Panti Rapih Yograk*rta
RSUP DR. Sardjito Yogiaknrta
PKBI Yogyakarta
RSUD Kota Yogyakarta
RSUD Kab. Bantul
RSUD Kab. Kulonpd'fo
RSUD Kab. Cunungkidul
RSUD Kab. Slerman
RS Crhasia Prop. DIY
R.S. Bhetesda Yogyakarta
RS. PKU Muhommadiyah Yk
Bapel Jamkesos Propinsi DIY
KI'}P Prop. DIY

Kanwil Hukum & I-IAM Prop.DlY
LBH APIK Yogyakarta
POLDA DIY

I Lra Yogyukurtu

I PTA Prop. DIY
Poltabes Kota Yogryakarta
Polres Bantul
Polres Cunungkidul
Polres Kulonprogo
Polres Sleman
Bi'o Hukum Setda Propinsi DIY
[)inas'l'ranlih I'rop. [)lY

LSI'l)A Y()gynk:rna
Yay:rsan S:rynp lhu Yogyakarla
lii lka Annisa Yogyakarta
PSKW Sidoarurn Yogyakarta
PSAA Bimomartani Sleman
l.K3 Prop. DtY
l(l'l). I'nrp. l)1Y

2.

3´

4.

5

6

7.



Peran Ekononri

Peran Sosial

Sekrctariut

t.
2.
1.

4.

5-

l.
1

i.
4.
5.

6.
1.

8.
9.

10.

il.
12,

I -1-

l.
7.

3

4.
5.

6.
'7.

s.
9,

Urip Wiharnoto. SI{.
Dra, lstiatun
MufiCa Arman
Walti Sulasrni Slamet Santoso, S.Pd

Dra, Tri Astuti l-taryanti

I)rs. Fatchan
Srr Sulandari
Drs. Ali Yanto. l\4.Pd

Drs. K trsnanttr

Dra. Iscahl'ati
Dra. Suprilrmtuti '

Drs. Ir'lrrh ll1,rs. M.Si
Nocryati, Rc llk
Dra. Siti lVIr:qodirnah
Dra. Sunroryati
Dra. Esti Susilarti
Y. Hapsari. P

Siti ivlunvanti. Sll

Hiaspanri. SIJ

f)ra. Y. Sarrti llocstriyani
Sugiynnti
1r'i Lny lrarvati F

Drs. Singgilr
Pnrnrbudi Setiono
Maryotcr
'l'trk iiah
Ediati

Disnakcrtrans Prop, DiY
Yasanli Yogyakarta
lWAl'l Yogyaku,rta
TP PKK Prop. DIY
KI)l'Prop, DIY

Dinas Sosirl Pxrp. DIY
SI.]PY
Drnas l)cnLlidikan f'r'op. DIY
Kanrvil Dcpag Irnrp, I)[Y
Iiag. Kesra Settla Kab. Slcman
[]ng. Sosial Sctda Kab. Ilantul
Dinas Kcpeircludukan&K ll Kab,CK
llag Kesrnas & l'tJC Y,rgyaklrta
t')in Dik C'apil,K l!&{'enrmas Kab, KP
IIKKKS l'rop. DIY
SKI-l KeclaLrlatan Rakyirl
Jogja'l V
KPI) I'rop. DIY

KPI'}t'}rop.t)lY
KI'l) l'nrp. DIY
K['P ['rop. l)lY
KI'}P Illop. I)lY
Bapeda Prop. Dl\'
Ill'KD I'rop. DIY
KPP Prop. DIY
Kl'i) I'rop. DIY
KI)l'} frop, I)lY

KI;PAI八
YAAN



Menimbang

Mengingat

GUBERN∪ R DAERAH ISTIMEvvA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 7TttHЦ 組夕り Zヽ

TENTANG

ORCANISASi DAN TATA KER」

^PusAT PELAYANAN TERPADUPEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

.REKSO 
DYAH UTAMI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAIGRTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan daram pasar 14 ayat (1) huruf a dan
Pasal 28 Peraturan Daerah provinsi Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 3
Tahun 2012 tentang perrindungan perempuan dan Anek Korban
Kekerasan, perlu menetapkan peraturan Gubemur tentang orgenisasi dan
Tata Kerja Pusat perayanan Terpadu perempuan dan Anak Korban
Kekerasan "Rekso Dyah Utami';

1' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubrik rndonesia
Tahun 1945;

2' Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah
lstimewa Joglakarta (Bertta Negara Repubrik rndonesia Tahun 1g50
Nomor 3) sebagaimana terah diubah terakhir dengan undang-Undang
Nomor g rahun 195s tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.
Nomor 1g 'rahun 1950 rentang pembentukan Daerah rstimewa
Jogjakarla (Lembarqn Negara Repubrik rndonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor g27);

3. Undang'Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perrindungan Anak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z.oo2 Nomor i09,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OM tentang penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun zoM Nomor g5, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tshun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran f.Jegara Republik lndonesia Tahun zao4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 4437)
sebagaimana terah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonosia Tahun .'r00g Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844).,



6' Undang-Undang Nomoll3 Tahun 2012 tentang Keistimrrwaan Daerahlstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun2012 Nomor 170' Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor 5339);

7. peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1g50 tentang Berrakunya
Undang-Undang Nomor 2,3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Borita NegaraRepublik lndonesie Tahun 1950 Nomor 58);

g' poraturan pemennrah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyerenggaraan
dan Ke{asama pemurihan Korban Kekerasan daram Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor .15,

Tambehan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4604);
9. peraturan Mentan Negara pemberdayaan perempuan dan

Perlindungan Anak Repubrik rndonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimat (SpM) Bidang Layanan Terpadu bagiPerempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Repubrik
lndonosia Tahun 2010 Nomor 56);

10. peraturan Menten Negara pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Repubrik rndonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Panduan Pembentukan dan pengembangan pusat perayanan Terpadu
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 446);

11. peraturan Mentori Negara pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Repubrik rndonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pedoman pemberdayaan perempuan Korban Kekorasan (Berita
Nogara Republik lndonosia Tahun 2011 Nonlor 903);

12' Paraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 7
Tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Provinsi Daerah tstimewa yogyakarta (Lembaran Daerah provinsi
Daerah lstimewa yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

13' Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 3
Tahun 2012 tentang perrindungan perempuan dan Anak Korban
Kekerasen (Lembaran Daerah provinsi Daerah rstinrewa yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG oRGANtsASt DAN TATA KERJA
PEMBENTUIGN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN'REKSO DYAH UTAMI'.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 
ri

Dalam Poraturan Gubomur ini yang dimaksud dengan

1' Anak adalah seseorang yang belum berusia'l I tahun lermasrrk analr rrann maoi!,,r^r^-
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３

Porompuan edalah sas€orang yang berjenis kelamin perempuan.
Kekerasan adarah setiap perbuaran yang berakibat atau dapat mengakibatkankesengsaraan ateu pendentaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap

Kokerasan terhadap P(|r'qniuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkinberekibat kesengsaraan ;.rl;rLj penderilaan perempuan ,;r; fisik, seksuar, ekonomi,sosial, psikis, termasuk :rr,1=man tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasankemerdokaan, baik yang ter;nci di depan umum atau kehidupan pribadi.
Kekerasan terhadap anak fidalah setiap tindakan yang berakrbat atau munEkin berakibatpenderitaan anak secara fisr<. psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasanlainnya.

Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan ataupenderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yangterjadi di wilayah Daerah lstimawa yogyakarta.

Perlindungan terhadap perempuan adalah segara kegiatan yang ditujukan untukmemberikan rasa aman yang dilakukan oreh pihak keporisian, kejaksaan, p€ngadiran,
lembaga sosial, aiau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadikekerasan terhadap p€rompuan. ' 

,

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungianak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuaidongan harkat dan martabal kemanusiaan serta rnendapat perlindungan dari kekerasandan diskriminasi.

9' Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada kor-ban ketikamelihat' mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan
torhadap korban.

Pembordayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerjasecara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan/atau
soeial.

Penenganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi
kee€hatan, rohabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi
korban.

Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan/atau
memfasiritasi pelayanan rujukan pada unit perayanan kesehatan lainnya.

Rehabilitasi sosial adarah perayanan yang drtunjukan untuk memurihkan dan
mengembangkan kemampuan ses€orang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
mclaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oreh pendamping, aparat penegak
hukum yang moliputi pomberian konsuttasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan merakukan tindakan hukum rain untuk korban,

Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga,
masyarakat, lembaga atau linEkungan sosial lainnya yang dapat memberikan
porlindungan.

4.

5.

6.

”
′

8

10.

14.

12,

13.

15,



18' Pandampingan adalah segala tindakan berupa konsering, terapi psikorogis, advokasi, dan

:lffJffi" 
rohani gun. p€nguatan diri korban untux mlnyeresaikan permasarahan yang

17' Konseror adarah orang atau penrakiran dari rembaga yang mempunyai keahrianmolakukan pcndampingan korban untuk melakutan konseling, terapi dan advokasi gunapcngurtrn den pcmulihan diri korban kokorasan.
18' Lambaga pcradiran adarah peradiran umum yang mempunyai kewenangan unrukmcncrlma' mamcriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukanprdrnya, untuk mcrvuJudkan penegakan hukum dan keadiran.
19' Pugat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah utami,yang eelanjutnya disebut P2TPA Rekso Dyah Utami adalah suatu unit kerja fungsionalyang m€ny€lenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerahlstimowa yogyakerta.

20' Rumeh Aman adarah rumah singgah untuk korban, serama proses pendampingan, gunakcamanan dan kenyemanan Korban dari ancaman dan bahaya peraku,
21' Standar operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat sop adatah langkah-tangkahstandsr yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan1dentifikasi,rchebllitagi, kesohatan, rehabiritasi sosiar, r"y-un"n **rr.,'rr*pai dengan pemuranganden rcintcarari sogial saksi dan/atau korban.
22' Koluarga adalah unit terkecjl dalam masyerakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-lstrl dan anaknya' atau ayah dan anaknya, alau ibu dan anaknya, atau keruarga sedarahdalam garia rurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23' Panogak hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, Advokat, dan Lembaga'Fcrsndungen Saksidan Korban. 

--.
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BABI‖

KEDUDUKAN,TuGAS,DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1) P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan unit fungsionar pada Badan yang
monyelenggarakan pelayanan terpadu p€rempuan dan anak korban kekerasan.

(2) PzTPA Rekso Dyah Utami dipimpin oleh :eorang Prrektur yang berada di bawah dan l-/
bcrtanggung Jawab kcpada Kopala Badan, 

-:-

agian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasel 4

P2TPA Rokso Dyah Utami mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan
tcrprdu kcpeda porampuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 5

PZTPA Rckgo Dyah Utami dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
4 nunprnyelfungei:

t.'nrqfrte*fftaal pelayanan pengaduan;

b mcrnfaellhaslpelayanan rehabilitasi kesehatan;

c. r_ncffrhsilltacl pelayanan rehabilitasi sosial;.;t
:d. rnlrfltrdtltagi pelayanan bantuan hukum: dan

q. rnorirtarultagi pelayanan pomulangan dan reintegrasi sosiar.

Pasal

BAB IV

ORCANISASiP2TPA REKSO DYAH UTAMI

Bagian Pertama

Susunan Organisa,i

PaSa1 6

|ミ山lnan Or9anlsag P2TPA Rekso Dyah Utamiterdin dan:

ll,I■|・
l un3ur POlaksanal dan

., b. Ungur Pelakgana Teknis.

t Bagan susunan organisasi P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran, yanq meruoakan baoian tidak tcrnisahkan r{;*i Dorarr,r-^



Bagian Keclua

Unsur pelaksana

Paragraf 1

Struktur Unsur pe;laksana

PaS81 7

(1) Struktur unsur pelak3ana P2TPハ
辱ekSO Dyah∪ tamisebagaimana dimaksud dalam Pasal  t_〆

///6 huruF a,tenJlrl dari:

.. dlrchun

b. rckrataris;

c. bandahara; ctan

d. kctua pchksana yang mombawahi bidang-bidang.

(2) Bldangbldang mbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiridari:
r. bldrng layanan pongaduan; .

b. Udrng lryanan kcschatan;

c. Udeng leyanan rehabilitasisosial; y'.r*\ f"l-1 l
d. bldang pcmulangan dan reintegrasi sosial; Oan , ( ----<

G. bidang layanan bantuan hukum, v

paragraf 2

6[*D
Pasal I

(1) Dlrcktur sobagaimana dimaksud daram pasar 7 ayat (1) huruf a memirikitugas:
8' mengkmrdinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta

langkah-langkah yang diperlukan dalam penyetenggaraan p2TpA Rekso Dyah Utami,
dan

b, melakuksn pongawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan
pcmnganan korban kekerasan.

Dlraktur sebagaimana dimaksud pada avat (1) bertanggung jawab atas keseluruhan
dan penanganan kekerasan terhadap korban

Pasa1 9

PaSa1 7 ayat(1)lurur b memilikitugas:

pro1E penyelenggaraan perlindungan

;"Sekinaan.

Paragraf 3

Sekretans



b' mombsntu monyiepkan kegiatan koordinasi dan tindak tanjut perlindungan danPcmngsnan korban kskoraean;

c. rncmbantu mcnyiapkan roncana program kerla;

d' menyelenggarakan polayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan orznyajian data&rtr pcnyusunan hporan kegiatan;

e. mcmbina dan molaksanakan hubungan kerja
rnaryarakat tsrkait dalam monyelenggarakan
kckcraran;

f. mdrkukan curst menyurat:

g. mclakukan tgtrg reks€na dokumen, pengarsipan, dan penomoran surat;
h' mclakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa dala p2TpA Rekso Dyah Utami;
i. rncmbuat pcncatatan dan melaksanakan pelaporan; dan

l. mcmbuat sistem tentang peniraian perayanan yang berkuaritas daram rangkapcrllndungan parempuan dan anak korban kekerasan.

paragqaf{

, (ienaan"rr\
.-_.---/

pasal 10

Bcndrhrra rcbagaimana dimaksud daram pasarT ayat (1) huruf c memilikitugas:
a' mcmbantu dlruhur dalam monyelonggarakan keuangan p2TpA Rekso Dyah Utami;
b' mclakukan scgata sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
c' mcmbuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan direktur.

'

sama dengan SOpD terkail dan lembaga
pedindungan perempuan dan anak korban

Kctue

Pasa1 11

-fhkP bidang-bidang P2TpA Rekso Dyah Utamr sebagaimana dimaksud daram
tB.lJ) huM d momilikitugas:

oorotnSril€n tugas dan fungsi dari masing-masing bidang rayanan yang tergabung
P?|[PA Rckao Dyah Utami;

rie.no"rir"n polaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan,
koordinasidan kerjasaqa dengan pihak eksternal yang terkait;

tpun dan memanfaatkan sumber daya secara efel(if dan efisien untuk kegiatan_
pcrllndungan dan penanganan korban kekerasan: dan

pclaporan socara periodik kepada direktur.



Pasel 12

ffil: 
layanan pcngaduan sebagaimana dimaksud daram pasat 7 ayar (2) huruf a memitiki

a. mcmbcrikan konscling pada korban;

b' melskukan koordinasi dan rujukan ke rayanan ranjutan dan pihak terkart; danc. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pasal 13

,ff::: 
layanan kesehatan sebagaimana dimaksud datam pasat 7 ayat (2) huruf b memiliki

a. mclakukan portolongan perfama terhadap korban;
b' mcmfas'ilasi konsuhasi kepada dokter ahri atau merakukan rujukani danc. mcmbuat laporan kasus.

麗 柵 ||ぽ
n mhaЫhJ∞ JJ ttbagゴ mana dmaに

“

dJam Pa釧 7町 a ②  httJ c

a,rnohkuhn ttndam口 ngan sdama broses penanganan kasus dan

b.  FFnmbeFikan pOlayanan berupa kOnseling.

PaSa1 15

Bldang pemulangan dan relntegrasi sOsial sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat(2)

huttd mom‖ lkl tuga3:

a,mlakukan k∞ rdhad dengan hstang ie「 kan umuk pemuhngan kOrbanl
b.mombuat hpOran perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehablnasl

803Hi dan

Q闘
罵罵∫
emattauan sekuranttbttngwa"a bdan sadah bttan dpdangkan ke

PaSa1 16

鵠 搬

n bantuan hukum sebagalrnana dirnaksud dalann Pasa1 7 ayat(2)huruf e

a.  _b。 ‖kan POlayanan kOnsunasi hukum, pendamplngan, dan pembelaan hukum

"轟
中mmtt dongan penegak hukum:dan

l・
mmbuat hpOmn peはOmban9an penanganan hukum.



Bagian Ketiga

Unsur pelaksana Teknis

paragraf 
1

Struhur Unsur pelaksana Teknis

Pasal 17

struktur unsur pelaksana teknis P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud dalamPagalS hunrf b, terdiridari:

a. konaclor;dan

b. pengasuh.

paragraf 2

Konselor

j

pasal 1g

(1) Konselor bertanggungjawab terhadap pelayanan terhadap korban setelah terjadinyakckcraean.

(2) Konaelor sebagalmana dimaksud paOe ayat (1) terdiri dari:
a. kongelor hukum;

b. konselor psikologi;

c. konrclor kerohanian; dan

d. konaelor sosial.

pasal 19

Konaclor hukum sobagaimana dimaksud daram pasar 18 ayat (2) huruf a bertugas:
a. mcmbcrikan konsuttssi hukum;

b. mcndamplngikorban dalam proses hukum yang dihadapi;

c. rnchkuken koordinasidengan rembaga perrindungan saksi dan korbani
d. membcrikan rskomendasi kepada konseror rain sesuai kebutuhan korban;
a' mcnuniuk dan melakuken koordinasi lembaga bantuan hukum dan/atau penasahat hukumuntuk mcwakiri korban sorqma prosqs hukum pada rembaga perad,an: dan
f' molakukan penjangka,usn, monit'ring, dan home visitapabira diperrukan.

pasal 20

Koruclor palkologi sebagaimana dimaksud daram pasar 18 ayat (2) huruf b bertugas:
l. mdakukan tindekan intervensi untuk meredakan tekanan psikis korban;
b. mcmbcrikan rekomendEsi kepada konseror rain sesuai kebutuhan korban; dan
c. mdakukan home visit apabita diperlukan,

‐

１
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:

Konselor kerohanian sebagaimana dimaksud daram pasar 1g ayat (2) huruf c bertugas:
a' menggali permasalahan korban untuk memperoleh solusi dengan memportebal keimanandan kotalonaan sorta berupaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tanggakorban;

b' momborikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korben, dan
c. melakukan home visit apabila diperlukan.

Pasal 22

Konselor sosial sebagaimana dimaksud daram pasar 1B ayat (2) huruf d bertugas:
a. mclakukan identifikasiawardongan menggari permasarahan yang dihadapi korban;
b. mcmbcrikan konseling untuk menguatkan jiwa korban;
c' msmberikan ra.,. aman dan nyaman bagi korben sesuai kebutuhsn;
d. mernberikan rekomandasi kepada konselor rain sesuai kebutuhan korban; dan
o. melakukan home visit apabila diperlukan.

paragraf 3

pengasuh

pasal 23

Pcngasuh memberikan pelayanan dan perlindungan sementara kepada korban selama
bcrada dl rumeh aman.

Pcngasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

8, rnenyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan korban:

b' bortanggunglawab terhadap keberadaan korban selama berada di rumah aman;
c. memberikan konsering, pendampingan, rasa arnan dan nyaman kepad'korban;
d. mcmbcrikan peratihan keterampiran kepada korban jrka diperrukan; dan

c. mcnjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana rumah aman.

BAB∨

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Unsur Pelaksana

PaSa1 24

Pengisian jabatan unsur peraksana berasar dan pegawai Negen sipir fufr/r*fr,*)kemampuarr, pengetahuan, keahrian, pengaraman, keterampitan oan iLt"git"r-runn
dibuluhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban

(2)

１

　

２



Paset 29 /(rf$asa kcrja konseror dan pengasuh paring rama 5 (rima) tahun. /
(2) Konseror dan pengasuh bekerja berdasarkan perjanjian keqa dengan Kepara Badan.(3) solama terikat perjaniian kerja dengan Badan, konselor dan pengasuh tidak dapat terikatdcngan perjanjian kerja serupa dengan Pemerintah atau pemerintah Daerah lain.°
慧1程轟認匙
=蹴
躍菫
a躙
.哺
Uガ鍋ttt danhmp/
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PaSa1 30

(1)Diroktu「 P2TPA RoksO Dyah ∪taml sesua kewenangannya melakukan pengawasan
terhadap kOnselor dan pengasuh secara beleniang

Pengawassn kinerja dilakukan secara berkata

Kepala Badan berhak memberhentikan konselor dan pengasuh apabila hasil pengawasanmcmbuktikan terjadinya petanggaran.

(4) Pelanggaran sabagaimana dimaksud pada ayat (3) metiputi:
a. pelanggaran kode etik profesi/etika pelayanan;

b' poranggaran standar operasionar prosedur perayanan; cian/atau
c' polanggaran perjanjian kerja antara konselor dan pengasuh dengan Kepala Badan

(2)

(3)

PaSa1 31

(2)

(3)

(1) Dalam rangka mendukung pelayanan pada p2TpA "Rekso Dyah utami,,, direhur dapatrlornPcr!11akan petugas pendukung lainnya. .-
Pctugas pendukung rainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerTa denganbcrdassrkan perjanjian ke0a dengan Direktur.

Patugas pendukung lainnya sobagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kcbutuhen dan kemampuan pomerintah Daerah.

BAB Vi

ALUR PEttYANAN

8agian Kesatu

Polayanan Awal

PaSa1 32

(1)Korban dapat menyamp● kan kasus kekerasan yang tetta“ kepadanya dengan cam:

a. korban d`畿 :ng sendi‖ ‐atau melalui proses rulukani

bo korban datang dhntar oね
りang90ta kduattai masyarakat,atau ruiukan da百 ang9ota

FPKKI

c,korban dap● mel●Porkan kaSusnya melalui(01epon atau alat komunikasilainnva van0



(2)

(3)

d' dalam kondisi tertentu, raporan pengeduan dapat disampaikan oreh keruarga,maryarakat, atau rujukan darianggota FpKK.

Anak korben kekerasan didampingi orang tu,a, orang tua asuh, saudara, atau tetanggadckat dalam mengadukan kekerasa n yang- Oiala min ya.

Dalam hal anak korben kokerasan tidak didampingi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),P2TPA Rckco Dyah Lltami menyediakan pendamping.

pasal 33

Pada saat borada di P2TPA Rekso Dyah Utami, korban baik secara langsung maupundhrakllioloh keruarga, masyarakat atau anggota FpKK mengisi formurir.
lslan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diisi langsung oleh korban ataudapat diwakirkan kepada keruarga, masyarakat dan/atau anggote FpKK.
Korban tldak perlu mengisi formulir sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)apabila korbanmcrupakan rujukan dari unit pelayanan lain,

setelah formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terisi, korban diberikanpendampingan awar untuk mengetahui jenis kekerasan yang diarami, jenis pelayananyang dlbutuhkan, dan/atau rekomendasi layanan lanjutan.

PotugsE P2TPA Rekso Dyah Utami membuat rencana intervensi dengan berdasarkanpada islan formurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendampingan awarrcbagalmana dimaksud pada ayat (3),

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Kedua

Pe.ngorgani.sesian penanganan Kasus

paragraf 
1

Umum

pasal 34

(1) PzTPA Rekso Dyah Utami memberikan layanan kepada korban sesuai rencana intervensi
rcbrgolmana dlmaksud dalarn pasal33 ayat (S).

(2) Lryrnan rbagalmana dimaksud pada ayar (1) dapat berupa:

!. layanan rchabllhasl kesehaten:

b. hyanen rchabilhbsi sosial;

c. layrnrn brntuan hukum:dan

d. layanan pcmulangan dan reinlegrasi sosiat.

paragraf 2

Layanan Rehabilitasi Kesehatan

. pasal 35

(1) ApaHla korban: herus segera mendaoatkan oenannenan 'ma.ria maLa L^.r^



(2)

(2) Penanganan medis sebagaimana dimaksud paca ayat (1) berupa pemberian pertoronganportama kepada korban.

(3) Untuk kepentingan penanganan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korbanborhak mondapatkan polayanan dari tenaga kesehatan.
(4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan perayanankesehatan kepada korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional,dan kebutuhan medis korban

Pasal 36

Dalam memberikan porayanen kepada korban, tenaga kesehatan merakukan upaya:
a. memberikan pertolongan pertama kepada korban: dan/atau
b' merujuk ke sarana kesehatan yang rebih memadai bira diperrukan.

paragraf 3

Layanan Rehabilitasi Sosial

pasal 37

Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memertukan konseling untukpomulihan psikisnya, maka korban borhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.
Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepacla korban sebagairnana dimaksud pada
ayat (1), konselor psikologi, konselor sosial, dan konselor kerohanian melakukan upaya:
a' menggali permasarahan korban untuk membantu pemecahan masarahnya;
b. memurihkan korban dari kondisi traumatis meraruiterapi psikososiar;

c, melakukan rujukan ke rumah sakil atau rumah aman atau pusat perayanan atau
tempat aiternatil lainnya sesuai dengan kebutuhan korban:

d' mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling,
e, rnemborikan penguatan kerohanian; dan/atau

f' melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di
dalam masyarakat.

Paragraf 4

Layanan Bantuan Hukum

pasal 3g

Apabila korban memerlukan bantuan hukum maka
hukum.

korban dibenkan ,ayanan bantusn

Dalam memborikan layanan bantuan hukunr
mclakuksn upeya:

A. mamhrrilrqn lranoali^^ h,,r-.,-.

{2) seb,agaimana patla ayal (1), klnselor hukum



b.

d.

Pendampingan serama proses hukum serama di rembaga peradiran sampai terbitnyaputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final:
melakuken kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pem5eiaan kepedakorban selama proses hukum Oi lemtaga peradilan; dan/atau
memberikan pedindungan sebagai saksi dan/atau korban sesuai cleagan ketentuanperaturan perundang-undanga n.

(2)

(3)

paragraf 5

Layanan pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 39
(1) Konselor sosial melakukan prnelusuran keluarga untuk memberikan kepastian koluargaatau keluarga pengganti yang terbaik bagi korban.

kepada keluarga atau keluarga
kembali oleh keiuarga dan

Kriteria keluarga atau keruarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat(2) meliputi:

a' korban dipastikan terhindar dari kemungkinan mengarami kekerasan kembari;
b. manerima korben tanpa stigma atau diskriminasi spapun;
c' memberikan kesempatan atau mendukung korban untuk berfungsi secara sosial;

dan/atau

d. memberikan bantuan kebrrtuhan sosiai dasar bagi korban.
Penentuan keluarga atau keruarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anakserts memastikan behwa pondapet anak diperhatikan sesuai dengan tingkat usia dankomata.ngannya.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA BERJEJARING

pasal40

Dalam hal pelayanan kepada korban tidak tersedia, p2TpA Rekso Dyah utami dapatmclakukan rujukan pelayanan ke lembaga pelayanan lainnya.
P2TPA Rekso Dyah Utami tetap bertglgs-u-0giawab-atas keseruruhan proses rujukanpchyanan yang diperlukan bagi korban.-

pasal 41 
,

untuk meningkatkan kualrtas pelayanan, p2TpA Rekso Dyah Utami dalam melaksanakantugas secara fungsional dapat merrgadakan kerjasarna dengan instansi pelayanan pemerrntahdan non pomerintah terkait sesuai rJengan ketentuan peraturan oerundano.irnrjAnn:,rr

Setelah proses pelayanan selesai, korban dipulangkan
pengganti serla diupayakan agar korban Citerima
masyarakatnya.

(4)

(2)



BAB VIII

PEMBINMN DAN PENGAWASAN

Pasal 42
(1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standarpelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosialpada P2TpA Rekso Dyah Utami.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana drmaksud pada ayat (1) dilaksanakan untukmengetahui:

a. perkembangan pelaksanaan program; dan

b. capaian kinerja.

(4) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 1(satu) tahun sekali.

(5) Kepala Badan melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

Pasal 43
(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan yang tidak sesueidengan peraturan perundang-undangan, maka Gubernur dapat memberikan sanksiadministratif kepada pimpinan atau potugas p2TpA Rekso Dyah Utami
(2) Delam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalammenjatankan tugasnva, maka Gubernur dapat memuerikan ;;;;;rll' r.*puoupimpinan dan/atau petugas pada p2TpA Rekso Dyah Utami.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanscsuai dcngan ketentuan p€raturan porundang_undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

PaSa1 44

Blaya pOlaksanaltan Peratu「an GulDemurlnl dan biaya penyё lenggaraan P2丁 PA Rek30 Dyah
tltaml bersumber dari Anggaran P,3ndapatan dan Belania Daerah dan surnber_dana laln yar19

88h dan Jdak mengikat.

BAB X

KEttENTUAN PENUT∪ P

PaSa1 45

聖 糧 :思 :翼 :rt繁 :i『甘t皇tT:離 虐i職 駆 :鼻舅 ュlt::電 :ittI習 雲 贈 ξ』:『lSum― Yo9yakarta“ RoksO Dyah Utaml"dicabut dan dinyatakan tidak be1lakt」
.



PaSa1 46

POはumn cubernurhi mda bettku padatang9J dundangkan.
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PENJELASAh]

PERATURAN GUBERNUR DAERAH I STI MEWA YOGYAI<ARTA

NOMOR 67TAr{utt7o\7
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PEI.-AYANAN TERPADU

PEREMPUA,N DAN ANAK KORBAN KEKEMSAN

"REKSO DYAH UTAMI'

I. PENJEI-ASAN UMUM

Dalem prinsip hak asasi manusia, setiap warga negara berhak untuk bebas daripenyiksaan atau perlakuan yang merendahkan oei-4at riartaoat manusia serta berhakmondapatkan rasa aman dan bebas dan segala bentuk kekerasan. segala bentuk tincjakkekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusiasehingga pedu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuaidongan frtrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mengatasi meningkatnya jumlah kekerasan dan bervanasinya jeniskekerasan, Pemerintah Daerah Daerah lstimewa yogyakarta rr"i",r,-tr;';;;"rdayaan
Perempuan dan Masyarakat Daerah lstimewa Yogyakarta mendirikan pusat pelayanai.l
Terpadu Pemberdayaan peremDuan dan Anak (p2Tp24) ,Rekso Dyah utami,, yangmerupakan unit kerja fungsional dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor1321KEP12005 tanggal 24 september 2005 tentang Pusat pelayanan Terpadu pemL:erdayaan
Perempuan dan Anak (PzTPzA)'Rekso Dyah Utami'. Namun, peraturan tersobut dalampelaksanaannya belum dapat menjawab persoalan-persoaran perempuan dan anak korban
kekerasan ysng semakin kompleks sehingga perlu dilakukan pencabutan dan dibentuk unitkerja f ungsional yang terpadu, sistematik ser.ta sesuai dengan ketentuan peraturanperundang'undangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan Anak Republik lndonesia Nomor 01 Tahun 201o tentang sl.andar polayanan
Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (BeritaNegara Republik lndonesia Tahun 201o Nomor s6) dan peraturan Me4teri l.JegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik lndonesia r,r"r"|, os iahu;r 2010tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan pusat pelayunun r"rpui"i*"i" NegaraF.epublik lndonesia Tahun 2010 Nomor 446).

P2TPA yang dibentuk Pemerintah Daerah Daerah lstimewa yogyakarta menggunakannama'Rekso Dyah Utami' yang berarti menjaga keutamaan perempuan. penamaan tersebutdipilih dengan pertimbangan bahwa perempuan sertngkaii menjadi pihak yang rentanmondapatkan kekerasan. Alur pelayanan yang diberikan oteh p2TpA tidak hanya diberikan
kepada porempuan saja melainkan kepada anak.

solain ilu, untuk melakukan pedindungan terhadap perempuan dan anak korbankckcrasan' Pomerintah Daerah Daerah lstimewa yogyakarta membentuk peraturan DaerahDacrah lstimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 20'12 tentang perlindungan perompuan d'nAnak Korban Kekerasan' untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 14 ayat (.1) huruf a danPassl 28 Poraturan Da€rah Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 3 Tshun 2012tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapka, peratunan
Gubemur tentang Pembontukan Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan Anak Korban
Kekeraean 'P2TPA Rekso Dyah Utami" Sehingga, ppmbentukan peraturan Gubemur inidiharapkan dapat mengatasi pennasalahan kekerasan eor{2 6anhaiL^^ -^r^..^



:]|:[il[illllirill]lilili;:]|:
)yah∪ tami.

|.   PEN」ELASAN PASAL DEMIPASAL

Pa3a1 1

Cukupl● las.

Pa3a1 2

Cukuplelas,

Pa8a1 3

Cukup,01as.

PaSa1 4

Cukup 101as.

PaSa1 5

Cukup 101as.

PaSa1 6

Cukup lelas.

Pasa1 7

Cukup jOlas.

PaSa1 8

Cukup 101as.

Pa881 9                          '

Cukup 101as.

Pasa1 10

Cukup,Olas.

Pasa1 11

Cukup 101as.

Pa3a1 12

Cukup 101as.

PaSa1 13

Cukup101as,

Pa3a1 14

Cukup 101as

PaSa1 15

Cukupj● la3.



Pa3a1 16

Cukup 101as.

Pa81e1 1 7

Cukup101as.

Pa8a1 18

Cukup,Oia8.

Pasa1 19

Huruf a

Cukup jOias`

Huruf b

Cukup lelas

Hurur c

Cukup,01as,

Huruf d

Cukup jOlas.

Huruf e

Cukup,olas.

Huruff

Yang dirnaksud de「 gan“わOmθ v′sir adalah melakukan kuniungan kepada
korban dlrumahAempat kediaman/rurTlah aman

PaSa1 20

Cukup lolas.

Pa8a1 21

Cukup 101as,

Pa3a1 22

Cukup lola8.

Pa3a1 23

Cukupl● les.

Pa3a1 24

Cukup 101as.                                  ｀

Pa3a1 25                    `

Cukup101as.

Pa〕●26

Cukup,oles.

PaSa1 27

Cukup 101ョ s.



P88a128

Cukupl● les,

Pa3a1 29

Cukup101a8.

PaSa1 30

Cukup jOlas.

PaSa1 31

Ayat(1)

Yang dirnaksud dengan “petugas pendukung lainnya" mellputl
keamanan,serta petu98S pelengkapan dan kebe「

sihan

Ayat(2)

Cukup 101as.

PaSa1 32

Cukup lelas.

PaSa1 33

Cukup lelas,

PaSa1 34

Cukup 101as.

PaSa1 35

Ayat(1)

sopir, petugas

Cukup lelas.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Yan9 dlmaksud dengan ■enaga kesehatan・  adalah setlap 。「arlg yang
mengabdikan din dalam bidang kesehatan serta memi‖

kl「)engetahuan
dan/atau keterarlpilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk lenis

tertontu memedukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ayat(4)

Cukup lelas,

Pa3a1 36    ・

Cukup,Olas.

Pa3a1 37

Cukup101a8.

Pa3a1 38

Cukuplelas.



PEsal 39

Cukup jclas,

Paaal 40

Ayar (1)

Pelayanan berjelaring merupaken pelayanan parsial yang dilakuken diuniuinstilusi pemberi layanan secara terpisah dan apabila membutuhkanpelayanan lainnya yang tidak tersedia di p2TpA .Rekso Dyah Utami, makadilakukan rujukan ke uniuinstrtusi pelayanan rainnya sebagaimana mestinya.Daram rangka membenkan porayanan yang optimar kepacra korban, p2TpA
'Rekso Dyah utami' bekeqasama dengan unrvinstitusi pelayanan lainnya
khususnya di wilayah Daerah lstimewa yogyakarta.

AyBr (2)

Dalam hal memberikan rujukan kotban kepada uniuinstilusi pela.yanan lairrnya,maka P2TPA "Rekso Dyah Utami" bertanggunglawab etas kesr:luruhar proses
rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban kekerasan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup joias.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jetas.

Pasal 46

Cukup jotas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DT\ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2C12 NOMOR 6 7
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Interview Guide

Apa sajakah langkah yang diambil oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan

dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan kasus Incest?

Bagaimana cara pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan

Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami yang diberikan kepada korban Incest?

Apa sajakah Faktor penyebab dan Faktor pendorong terjadinya Incest yang

ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA)

Rekso Dyah Utami?

Selama ini apakah ada kasus Incest paling berat yang sudah ditangani oleh

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami?

Contohnya?

Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan

Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus seperti di atas?

Siapakah yang paling mendominasi menjadi pelaku dalam kasus Incest (ayah/

ibu/ saudara laki-laki/ saudara perempuan/ anak laki-laki/ paman/ kakek )?

Seperti kita saksikan di media (baik media massa maupun media elektronik)

yang mendominasi korban incest adalah pihak perempuan atau anak di bawah

umur, apakah sejauh ini ada dari pihak laki-laki yang melaporkan kepada

Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami sebagai korban incest?

Langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Pusat Pelayanan Terpadu

(P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam memberikan efek jera terhadap pelaku

inc e s t, khususnya laki-laki?

3.

4.

5.

7.



9. Apakah langkah yang ditempuh oleh Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA)

Rekso Dyah Utami sudah berhasil dilakukan (tepat sasaran)?

10. Sejauh ini solusi apa yang sering ditempuh oleh korban untuk menyelesaikan

masalah incest tersebut?

11. Apakah dampak psikologis yang akan ditimbulkan terhadap korban incest2

12. Apa solusi yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah

Utami dalam menangani kasus incest?

13. Bagaimana lingkup kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah

Utami dalam menangani incest?

14. Apa saja Program-program Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah

Utami dalam menanggulangi masalah korban incest?

15. Apa tujuan dan manfaat perlindungan hukum (Retribulive Ju,sticel Restoratif

Justice) dari Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami untuk

korban incest?

16. Bagaimana upaya hukum Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah

Utami untuk menangani tindak pidana incest? Lebih dominan menggunakan

perlindungan hukum Retributive Justice atau Restoratif Justice? Alasannya?

17. Bagaimana upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Pusat

pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami

terhadap korban incest?

18. Bagaimana upaya pendampingan Non Penal yang dilakukan oleh Pusat

pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami

terhadap korban inc e st ?



19. Apa kendala yang di alami Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah

Utami dalam menangani korban Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso

Dyah Utami?



Nama

Tempat Tanggal Lahir

Agama

Alamat

No.HP

Email

CORIσ しLし:Mラを2E

Novia Ayyu Alfiana

Kendal, 27 November 1990

Islam

Damarjati, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Rt: 12,

R、v:03)Ja、va Tengah

:085643765055

:Alialla noviaayp@yah00.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. Tamatan :SDN Damarjati, (1997-2003)

2. Tamatan : MTs Darul Amanah Sukorejo, (2003-2006)

3. Tamatan : MAN Kendal, (2006-2009)

4. Kuliah Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010- sekarang).

Pengalaman 0rganisasi:

1. Divisi Bakat dan Minat (HIMA-IH) Periode 2011-2A13.

2. Devisi Pendidikan dan Pengkaderan (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum) Periode 2012-2013.

3. Bendahara II (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan

Hukum) Periode 2013-2014.



Demikian daftar iwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan

dapat dipertanggungi awabkan.
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